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Suatu akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial karena telah 
memiliki kekuatan hokum tetap dan telah memenuhi syarat formal perdamaian. 
Pelanggaran hak karena tidak memenuhi isi perjanjian dalam akta perdamaian 
akan menimbulkan masalah apabila terjadi suatu pembatalan tanpa ada alasan 
yang jelas oleh salah satu pihak yang berperkara di pengadilan tersebut. Maka 
daripada itu, perlu ditelaah lagi secara mendalam kekuatan hukum yang melekat 
dalam suatu akta perdamaian serta bagaimana akibat hokum apa yang akan timbul 
apabila akta perdamaian tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak. Ketentuan 
mengenai pembatalan akta perdamaian telah tercantum di dalam KUHPerdata 
pasal 1859 yang mana suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi 
suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan. 
Penelitian ini bertujuan : [1] Untuk mendeskripsikan penerapan pasal 1859 
KUHPerdata tentang pembatalan akta perdamaian di bawah tangan terhadap 
penyelesaian sengketa waris.[2] Untuk mendeskripsikan akibat hokum akta 
perdamaian yang dibuat dapat terjadi kekhilafan mengenai orangnya. Metode 
dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan melalui 
pendekatan normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode penelitian data 
wawancara dan kepustakaan. 
Hasil penelitian ini menunjukan tentang pembatalan akta perdamaian 
dibawah tangan dapat dilakukan dilihat dari penerapan pasal 1859 KUHPerdata 
yaitu apabila terjadi kekhilafan pada subjeknya di dalam akta perdamiaian tentang 
waris. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 







 A peace deed has an executive power because it has permanent legal 
force and has fulfilled the formal conditions of peace. Violation of rights due to 
not fulfilling the contents of the agreement in the peace certificate will cause 
problems if there is a cancellation without any clear reason by one of the parties 
who litigate in the court. Therefore, it is necessary to examine in depth the legal 
strength inherent in a peace deed and how the legal consequences will arise if the 
peace deed is canceled by one of the parties. Provisions regarding the cancellation 
of the peace certificate have been listed in the Civil Code article 1859 in which a 
peace can be canceled, if there has been an error regarding the person, or 
regarding the subject matter of the dispute. 
 This study aims: [1] To describe the application of Article 1859 of the 
Civil Code regarding the cancellation of the peace certificate under the hand of the 
settlement of inheritance disputes. [2] To describe the consequences of the peace 
deed law that was made there could be an error regarding the person. The method 
in this study uses the type of library research through a normative approach. The 
legal materials used are primary and secondary legal materials using interview 
data and literature research methods. 
 The results of this study indicate that the cancellation of the peace 
certificate under the hand can be seen from the application of Article 1859 of the 
Civil Code, which is if there is an error on the subject in a peace deed concerning 
inheritance. 
Based on the results of this study, it is expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties who need the 
environment of the Faculty of Law, University of PancasaktiTegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada konstitusi 
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia UUD 1945 
Pasal 1 ayat (3), didalamnya memuat visi pembangunan hukum nasional 
adalah terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui 
pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan 
rakyat dan bangsa didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 
untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1
 
Hukum seharusnya menjadi jembatan (instrumen),yang menjadi sebagai 
satu “instrumen” atau “tool” dalam pengkondisian masyarakat yang 
berdasarkan demokrasi pancasila itu, bukanlah adanya hukum sebagai 
tujuan akhir tetapi hukum adalah sekedar alat untuk mencapai tujuan yakni 
masyarakat yang hidup dalam suasana tertib, makmur dan adil, sesuai 
dengan nafas dan spirit Pancasila. Hukum sebagai aturan tingkah laku 
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Louis O. Kattsoff memberikan pandangan tentang manusia dari 
berbagai sudut pandang seperti manusia dan binatang kedua-duanya persis 
sama, setiap manusia merupakan suatu kemustahilan sampai saat ia 
dilahirkan, manusia adalah mesin yang diberi makan dan menghasilkan 
pikiran, manusia hasil karya tuhan, manusia hanyalah sebatang ilalang, 
sesuatu yang paling lemah dialam raya, namun Ia merupakan ilalang yang 
berfikir, dan manusia yang mulia merupakan sekedar citra tuhan.
3
 Hukum 
di Indonesia terdiridari 3 (tiga) hukum, pertama KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana), KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata), dan sumber hukum tata negara Indonesia adalah Undang-Undang 
Dasar 1945.
4
 Salah satuhalnya KUHP dan KUHPerdata yang merupakan 
hokum privat barat yang sampai sekarang masih berlaku, berasal dari 
negeri Belanda, dan bersumber dari negeri Prancis, dan hukum privat 
Prancis bersumber pada Corpus Luris Justinianus dari Romawi
5
. Contoh 
pasal KUHPerdata yang mengatur tentang adanya perkawinan, sampai 
dengan berakhirnya perkawinan serta pasal yang mengatur apabila adanya 
sengketa ahli waris. 
                                                             
2Alvi Syahrin dalam bukunya M. Solly Lubis, “Pembentukkan Undang-Undang secara terpadu dan 
Demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945”, Makalah, Seminar Akbar 50 tahun 
Pembinaan Hukum, BPHN – DepKeh, Jakarta, hlm.2. 
3
Dedi Supriyadi dan Mustofa Hasan, Filsafat Agama, Bandung : Pustaka Setia, 2012, hlm. 246 
4Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Depok : Raja Grafindo Persada, 
2015, hlm.4 
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Suatu akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial karena 
telah memiliki kekuatan hokum tetap dan telah memenuhi syarat formal 
perdamaian. Pelanggaran hak karena tidak memenuhi isi perjanjian dalam 
akta perdamaian akan menimbulkan masalah apabila terjadi suatu 
pembatalantan paada alasan yang jelas oleh salah satupihak yang 
berperkara di pengadilan tersebut. Maka daripada itu, perlu ditelaah lagi 
secara mendalam kekuatan hukum yang melekat dalam suatu akta 
perdamaian serta bagaimana akibat hokum apa yang akan timbul apabila 
akta perdamaian tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak.
6
 Ketentuan 
mengenai pembatalan akta perdamaian telah tercantum di dalam 
KUHPerdata pasal 1859 yang mana suatu perdamaian dapat dibatalkan, 
apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai 
pokok perselisihan. Pengecualian lain yang memungkin kan suatu akta 
perdamaian bias dibatalkan, yaitu apabila isinya bertentangan dengan 
Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah 
Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991 yang 
merumuskan norma akta perdamaian dapat dibatalkan apabila isinya 
bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan berdasar pada penjelasan 
tersebut diatas, maka pembatalan terhadap suatu akta perdamaian (acta 
van dading) dapat dilakukan oleh salah satupihak yang berperkara di 
pengadilan apabila pembatalan tersebut dikarenakan adanya kekeliruan 
mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan dan dilakukan 
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dengan penipuan atau paksaan serta bertentangan dengan Undang-Undang. 
Namun dalam hal akibat hukum yang akan diterima oleh salah satu pihak 
apabila terjadi pembatalan terhadap akta perdamaian tersebut, tidak 
banyak diatur dan dijelaskan penjabarannya dalam peraturan perundang-
undangan terkait. 
 
Waris merupakan harta benda yang ditinggalkan oleh sesesorang 
yang terdiri dari harta perolehan bersama dana atau harta bawaan, 
sehingga menimbulkan suatu akibat hukum yang menjadikan seseorang 
ahli waris berhak mendapatkan hak tersebut. Namun pada kenyataanya, 
banyak sekali ahli waris yang sah pada hal ini ada yang tidak mendapatkan 
sama sekali, atau bahkan ditinggalkan oleh pihak-pihak tertentu sebab 
adanya kepentingan didalamnya. Banyaknya sengketa waris yang terjadi, 
seperti pada perkara yang ada di LBH BANPK, ada salah satu 
perkarawaris yang mana para ahli waris yang sah justru tidak mendapatkan 
harta tersebut sama sekali, padahal harta waris tersebu tmerupakan harta 
bersama antara alm suami dan istri yang saat ini masih sah, sedangkan 
harta warisan tersebut justru dikuasai oleh orang lain dengan dalih adanya 
akta perdamaian. Padahal didalam akta perdamaian tersebut, para ahli 
waris yang sah tersebut sama sekali tidak mendapat kan hak waris 
tersebut. maka dari itu peneliti ingin meneliti dan membuat proposal 




tentang Pembatalan Akta Perdamaian Di Bawah Tangan terhadap 






B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 
masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. Adapun 
perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan pasal 1859 KUHPerdata tentang Pembatalan 
Akta Perdamaian dibawah tangan terhadap penyelesaian sengketa 
waris? 
2. Bagamana akibat hukum Akta Perdamaian dibawah tangan yang 
dibuat karena terjadi kekhilafan mengenai orangnya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dari rumusam masalah di atas, peneliti  melakukan penelitian tentang 
penerapan pasal 1859 KUHPerdsts pada akta perdamaian di bawah tangan 
yang bertujuan : 
1. Untuk Mendeskripsikan Penerapan pasal 1859 KUHPerdata tentang 
Pembatalan Akta Perdamaian di Bawah Tangan terhadap Penyelesaian 
Sengketa Waris. 
2. Untuk Mendeskripsikan Akibat Hukum Akta Perdamaian yang dibuat 
dapat Terjadi Kekhilafan Mengenai Orangnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang penerapan pasal 1859 





1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 
dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan 
penyelesaian sengketa ahli waris terkait pembatalan akta perdamaian 
di bawah tangan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian untuk menyelesaikan 
sengketa ahli waris terkait pembatalan akta perdamaian di bawah 
tangan. 
b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pengetahuan di bidang hukum tentang penerapan pasal 1859 
KUHPerdata pada akta perdamaian di bawah tangan. 
 
E. TinjauanPustaka 
Adapun jurnal atau penelitian yang berhubungan dengan laporan skripsi 
ini antara lain : 
I Dewa Ayu Maheswari Adiananda dan Putu Gede Arya 
Sumerthayasa. Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian 
(Acta Van Dading) Oleh Salah Satu Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan 
(2016). Akibathukum Akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim 
memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah 
berkekuatan hokum tetap. Namun, selalu ada pengecualian (escape clause) 




pembatalan akta perdamaian yakni, Pasal 1859, 1860, 1861 KUHPerdata. 
Secara tegas ketentuan dalam Pasal 1859 menyatakan perdamaian dapat 
dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang 
bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam 




Irveb Imanuel Tarigan.Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Akta 
Perdamaian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata No: 
605/Pdt.G/2013/PN.Mdn)(2016). Akibat hukum dari pembatalan akta 
perdamaian secara sepihak yakni apabila dalam pembatalan yang 
dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, 
sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam 
perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah 
pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah 
satupihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hokum apa-apa. 
Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan 
semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah 
melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka. Dengan 
demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan secara 
sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif 
dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan 
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mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau 




Hendra K. P. Setiyabudi. Perdamaian Sengketa Tanah Warisan 
Ditinjau Dari Pasal 1852 KUHPerdata (2017). Ketentuan yang mengatur 
mengenai akta van dading (akta perdamaian) ini ditemui dalam Pasal 130 
Herzienne Indonesische Reglement (“HIR”). Pasal tersebut mengatur 
mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan 
upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa yang 
datang pada persidangan. Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat 
secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dan tidak dapat dilakukan upaya banding (lihat penjelasan Pasal 130 HIR). 
Namun ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta 
perdamaian bias dituntut pembatalannya. Akta perdamaian ini dapat 





Berdasarkan dari ketiga referensi yang telah diuraikan pada 
tinjauan pustaka tersebut, memiliki perbedaan dengan apa yang akan 
peneliti teliti yaitu Proposal skripsi yang diajukan oleh peneliti lebih 
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Tarigan, IrvebImanuel, Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Akta Perdamaian Secara Sepihak 
(Studi Kasus Putusan Perkara Perdata No: 605/Pdt.G/2013/PN.Mdn), 2016, Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 16 
9
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kepada penerapan pasal 1859 KUHPerdata tentang Pembatalan akta 
perdamaian, namun pembatalan akta perdamaian ini dilakukan karena 
adanya kekeliruan dalam isi akta perdamaian dan akta perdamaian yang 
dibatalkan merupakan akta perdamaian dibawah tangan. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penulisan penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian 
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah 
penelitian yang menggunakan data sekunder yang bersifat hukum. 
Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena dalam 
penelitiannya peneliti menggunakan sumber data sekunder yang 
meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku, artikel ilmiah, 
dan jurnal. 
2. Pendekatan Penelitian 
Penulis akan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan 
normative adalah pendekatan dengan konsep yang memandang hukum 
dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 
lembaga atau pejabat yang berwenang. Peneliti menggunakan 
pendekatan normative karena penelitian ini mengkaji hokum tertulis, 
seperti teori dan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
3. Sumber Data 




Data atau bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum 
yang mengikat
10
 dan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa 
peraturan perundang-undangan
11
. Adapun yang menjadi bahan 
hukum primer peneliti adalah : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
b. Data atau bahan hokum sekunder 
Data atau bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh 
melalui penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, 
karya-karya ilmiah, Jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, internet, 
media cetak, dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung 
dengan masalah yang akan dibahas. Adapun bahan hukum 
sekunder yang akan digunakan adalah : 
1) Akta Perdamaian Sengketa Waris tentang Pembatalan Akta 
Perdamaian di LBH BANPK Kabupaten Tegal 
2) Jurnal Ilmiah 
3) Artikel-artikel yang memuat tentang Pembatalan Akta 
Perdamaian 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya 
dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara sebagai berikut : 
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a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  
Dalam melakukan penelitian kepustakaan, peneliti membaca dan 
meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal; ilmiah, 
artikel-artikel dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan 
lain yang dianggap relevan dengan materi yang dibahas. 
b. Penelitian Wawancara (InterviewResearch) 
Wawancara kepada narasumber untuk memperkuat bahan 
kepustakaan yang diperoleh oleh peneliti. Wawancara yang 
dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin dengan jalan peneliti 
mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang 
diajukan kepada narasumber, dengan masih ada kemungkinan 
penyesuaian antara daftar pertanyaan dipersiapkan dengan situasi 
dan kondisi. Adapun wawancara akan ditujukan kepada Ketua 
LBH BANPK KabupatenTegal dan advokat yang menangani 
perkara tersebut. 
5. Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian akan disajikan dalam bentuk data sekunder, yang 
akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan penerapan pasal 
1859 KUHPerdata tentang pembatalan akta perdamaian dibawah 





G. Rencana Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan proposal tersebut terdiri dari 4 (empat) bagian bab 
sebagai tahapan didalam penulisan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 
Merupakan penguraian tentang teori-teori hukum yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan 
memperhatikan variable penelitian yang termuat dalam judul 
seperti pengertian akta perdamaian, akta dibawah tangan, Teori 
Pembagian waris sesuai peraturan perundang-undangan 
(KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam) dan para ahli hukum, 
serta syarat-syarat pembatalan akta perdamaian dibawah tangan. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Menguraikan Pengaturan Hukum Akta Perdamaian Dibawah 
Tangan yang mengatur tentang hak waris didalam KUHPerdata 
dan Penerapan pasal 1859 KUHPerdata tentang Pembatalan Akta 







BAB IV PENUTUP 
Merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan 








A. Tinjauan Umum Mengenai Akta 
1. Pengertian Akta 
Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut 
“acte” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. 
Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi 
tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar 
suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja 
untuk pembuktian.
12
 Menurut subekti, akta berbeda dengansurat, yaitu 
suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan 
bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.
13
 Berdasarkan 
pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
akta, adalah:   
a. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling) 
b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti 
perbuatan hokum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan 
kepada pembuktian sesuatu. 
Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi 
formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan 
menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti 
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yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh 
para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk 




2. Jenis-Jeni Akta Menurut KUHPerdata 
Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdata, 
jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu : 
a. Akta Otentik 
Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat 
dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh 
atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat 
dimana akta dibuatnya. Keotentikan suatu akta notaries bersumber dari 
Pasal 15 Undang=Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. 
Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah 
memenuhi unsur-unsur, yaitu : 
1)  Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-
Undang;  
2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat 
umum;  
3)  Pejabat Umum itu mempunyai kewenanganu utuk membuat akta.
15
 
                                                             
14
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999, 
hlm.121-122 
15





Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang 
bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik 
adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi 
wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihakdari 
para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang 
yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, 
akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan 
langsung dengan perihal pada akta itu”. Akta otentik yang dibuat 
dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 
1) Akta yang dibuat oleh Notaris (Relaas)  
Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan 
suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang 
dilakukan atau pun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan 
oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai 
Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat 
dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita 
Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan 
Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-aktalainnya. 
 
2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (Partij)  
Akta Partij merupakan uraian yang diterangkan oleh 
pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan 




Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan 
perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut 
dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya 





b. Akta di bawah tangan 
Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di 
hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang 
dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. 
Apabila suatu akta di bawahtangan tidak disangkal oleh Para 
Pihak, Berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal 
kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, 
sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdataakta di bawah tangan 
tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan 
suatu Akta Otentik. 
 
3. Kedudukan Akta 
Kedudukan Akta tidak terlepas dari pengertian kedudukan hukum.  
Pengertian Kedudukan diartikan sebagai tempat kediaman/letakatau 
tempat suatu benda/tingkatan atau martabat/keadaan yang 
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 Kedudukana tau status merupakan posisi sesuatu 
secara umum dalam suatu kondisi/tempat dalam hubungannya dengan hal 
tertentu. Posisi menyangkut ruang lingkup, prestige, hak-hak dan 




 Kedudukan Hukum adalah keadaan di mana sesuatu ditentukan 
memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai status atau tempat dalam 
suatu posisi yang diatur dalam hukum.
19
 Kedudukan hukum (Legal 
Standing) mencakup syarat formal sebagai Mana yang ditentukan di dalam 
Undang-Undang, dan syarat materil yaitu kerugian hak dan/atau 
kewenangan.
20
 Dari pengertian kedudukan hokum sebagaimana diuraikan 
di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan akta adalah suatu akta 
yang memiliki posisi atau status yang berhubungan dan diatur oleh hukum, 
sehingga Akta tersebut memiliki akibat hokum terhadap keberadaanya 
serta implementasinya. 
Baik akta autentik maupun akta dibawah tangan dapat dibuat atas 
kehendak seseorang atau lebih dari seseorang, yang dalam terakhir ini 
berbentuk perjanjian. 
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B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perdamaian 
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan 
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempergunakan 
judul “Tentang Perikatan”, namun tidak satu pasalpun yang menguraikan 
apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan.
21
 Pasal 1233 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa: “tiap-tiap perikatan 
dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.” 
Kenyataan Pasal tersebut hanya menerangkan tentang dua sumber lahirnya 
perikatan, yaitu: 
a. Perjanjian; dan  
b. Undang-Undang.  
Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan 
yang diatur dan diakui oleh hukum.
22
 Menurut ilmu pengetahuan hukum, 
dianut definisi bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di 
antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta 
kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya 
wajib memenuhi prestasi itu.
23
 
Mengenai definisi secara spesifik tentang perikatan belum ada 
Pasal yang menjelaskan secara rinci megenai Perikatan. Menurut Hofman 
mengartikan perikatan, yaitu: Perikatan adalah suatu hubungan hokum 
antara sejumlah terbatas subjek-subjek hokum sehubungan dengan itu 
seorang atau beberapa orang dari padanya (debitur atau para debitur) 
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mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap 
pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu
24
 
Adapun pendapat para sarjana mengenai definisi perikatan yaitu:  
Menurut Subekti adalah Memberikan pengertian sebagai suatu 
hubungan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu 
berhak menurut suatu hal dari pihak yang lainnya, dan pihak yang lain 
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah 
suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua 
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
25
 
Menurut Pitlo bahwa“Perikatan itu adalah suatu ikatan hokum harta 
kekayaan antara dua atau lebih orang tertentu berdasarkan mana pihak yang satu 
berhak dan pihak yang lainnya mempunyai kewajiban terhadap sesuatu”26 
Perikatan adalah hubungan hokum antara dua pihak di dalam lapangan harta 
kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi, dan pihak yang 
lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi. 
Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa unsur-unsur perikatan terdiri dari 
4 (empat) unsur, yaitu: 
a. Hubungan hukum;  
b. Kekayaan;  
c. Para pihak, dan  
d. Prestasi.  
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Salah satu sumber lahirnya perikatan adalah berasal dari perjanjian. 
Pengertian perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata, dalam Pasal 1313 
KUHPerdata menyatakan, bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih, mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.  
Dalam Pasal 1313 KUHPerdata definisi perjanjian itu: 
(1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, 
(2) tidak tampak asas konsensualisme, dan 
(3) bersifat dualisme. 
R. Setiawan rumusan dalamPasal 1313 KUHPerdata selain tidak lengkap 
juga sangat luas maknanya karena hanya menyebutkan perjanjian yang sepihak 
saja sedangkan sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan “perbuatan” 
tercakup pula perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. 
27
 
Sehubungan dengan itu perlukiranya diadakan perbaikan mengenai 
definisi tersebut yaitu:  
a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hokum yaitu 
perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.  
b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” 
sehingga perumusanya menjadi: perjanjian adalah suatu perbuatan 
hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau 
saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.  
Definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdata bersifat sempit karena hanya 
menunjuk pada perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang hanya mempunyai 
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kewajiban pada satu pihak, sedangkan ada perjanjian yang mengandung hak dan 
kewajiban pada kedua pihak, seperti perjanjian timbale balik.
28
 Pengertian 
perjanjian menurut Subekti, bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, 
dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang atau lebih, 
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”29 
R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu perjanjian sebagai 
suatu hubungan hokum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu 
pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak 
lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Dengan demikian adanya suatu 
perjanjian maka dengan otomatis melahirkan suatu perikatan yang secara mutlak 
mengikat terhadap para pihak-pihak yang sepakat membuat perjanjian. Perjanjian 
dapat dikatakan sama dengan persetujuan, karena di dalamnya memaknai 
kesepakatan atau persetujuan mengenai suatu hal. Dapat dikatakan bahwa dua 
perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.
30
 
Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartkan 
dalam perjanjian bahwa: “Suatu hubungan hokum antara dua pihak atau lebih 
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Berdasarkan 
beberapa pengertian mengenai perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua orang pihak, dimana kedua 
belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hokum tertentu 
dan didalam suatu perjanjian itu maka sudah pasti akan melahirkan suatu 
perikatan. 
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2. Asas Perjanjian 
Hukum perjanjian mempunyai beberapa asas penting, antara lain: 
a. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)  
Kata konsensualisme, berasaldari Bahasa latin 
“consensus”, yang berartisepakat. Arti dari “kemauan, kehendak” 
(will) disini bahwa ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, 
kemauan ini di dasarkan pada kepercayaan (trust, vertrouwen) 
bahwa perjanjian itu dipenuhi.
31
 Asas kepercayaan ini merupakan 
nilai etis yang bersumber pada moral. Asas konsensualisme, dapat 
disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Hal tersebut 
memiliki makna bahwa perikatan itu sudah sah apabila sudah 
dikatakan sepakat oleh kedua belah pihak atau dalam artian hal ini 
sudah timbul akibat hukum setelah kata sepakat di lakukan 
mengenai pokok perikatan. Namun, sepakat atau tidak hanya dapat 
secara lisan, ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat 
secara tertulis dengan tujuan untuk sebagai alat bukti pelengkap 
dari pada yang diperjanjikan.  
b. Asas Kebebasan Berkontrak 
Hukum di Indonesia memberikan kebebasan untuk 
mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan 
dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
32
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 Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata, yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah, 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
Asas kebebsan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan 
kebebasan kepada para pihak, untuk: 
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.  
2) Mengadakan perjanjan dengan siapa pun.  
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan 
persyaratannya.  
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau 
lisan.  
Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi 
individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan 
pribadi maupun kehidupan social kemasyarakatan, sehingga 
beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan 
bagian dari hak asasi manusia yang dihormati. 
c. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)  
Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat 
perjanjian, sehingga apa yang di perjanjikan maka di dalamnya 
segala akibat yang akan timbul telah siap diterima oleh para pihak. 
Hal ini dapat di simpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, 
yang mengatakan bahwa “Semua Perjanjian yang dibuat secara 




membuatnya”. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik 
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena 
alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu.
33
 
d. Asas Itikad Baik 
Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 
ayat (3) KUHPerdata, yaitu: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan 
dengan itikad baik”. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan 
proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan 
para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian serta pelaksanaan 
perjanjian.
34
 Di Belanda dan Jerman, itikad baik menguasai para 
pihak pada periode pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan 
kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun 
itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada 
tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat 
diperhatikan oleh pihak lainnya.  
e. Asas Kepercayaan (Vertrouwensbeginsel) 
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 
menumbuhkan kepercayaan (trust) di antara kedua pihak itu bahwa 
satu sama lain akan memegang janjinya.
35
 Dengan kata lain para 
pihak akan memenuhi prestasinya di kemudian hari sesuai dengan 
apa yang di perjanjikan dengan adanya suatu maksud dan tujuan. 
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Apabila setiap pihak menganut asas kepercayaan ini maka segala 
akibat hukum yang di dapatkan tidak akan menimbulkan suatu 
permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masing 
masing pihak, oleh karena itu asas ini akan saling mengikatkan 
satu sama lain dikarenakan mempunyai kekuatan yang mengikat 
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.  
f. Asas Persamaan Hukum 
Asas persamaan hukum adalah asas yang sederajat, yang di 
mana segala sesuatu hak-haknya sama dimata hukum, meski 
terdapat banyak perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, bangsa, 
kekuasaan, jabatan dan lain-lain tetapi tetap harus mendapatkan 
persamaan dalam hukum dan tidak dapat dibeda-bedakan. Masing 
masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan 
mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain 
sebagai manusia ciptaan Tuhan.  
g. Asas Keseimbangan 
Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan 
melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk 
menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan 
prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula 






h. Asas KepastianHukum 
Perjanjian merupakan figure hukum yang harus 
mengandung kepastian hukum. oleh karena itu asas ini mempunyai 
kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai undang-undang bagi para 
pihak yang membuatnya.  
i. Asas Moral 
Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu 
perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya 
untuk membuat kontra pretasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di 
dalam mengurus kepentingan orang lain (zaakwaarneming), di 
mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela 
(moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk 
meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat 
dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Faktor-faktor yang memberikan 
motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu 
berdasarkan “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati 
nuraninya.  
j. Asas Kepatutan 
Asas kepatutan telah tertuang di dalam Pasal 1339 
KUHPerdata. Hal ini berkaitan dengan ketentuan isi dari perjanjian 
tersebut.  




Asas ini di jelaskan di dalam Pasal 1338 jo. 1347 
KUHPerdata. Perjanjian tidak selalu mengikat atas dasar hal-hal 
yang telah di atur secara tegas tetapi dapat juga dalam keadaan dan 
kebiasaan yang diikuti. 
3. Unsur-unsur Perjanjian 
Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau 
unsure esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang 
esensial tersebut karena selain unsure esensial masih di kenal unsur lain 
dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu: 
a. Unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak 
karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsure esensialia ini 
maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli 
harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa 
kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, 
kontrak tersebut batal demi hokum karena tidak ada hal yang 
diperjanjikan. 
b. Unsur naturalia, yaitu unsur yang diatur dalam undang-undang 
sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, 
undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsure 
naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam 
kontrak. Sebagai contoh, jikad alam kontrak tidak diperjanjikan 




dalam KUHPerdata bahwa penjual harus menanggung cacat 
tersebunyi. 
c. Unsur aksidentalia, yaitu unsur yang nantiada atau mengikuti 
para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, 
dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak 
debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen 
perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar 
selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat 
ditarik kembali kreditornya tanpa melalui pengadilan. Demikian 
pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu 
kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam 
kontrak tersebut.  
 
Selain itu terdapat unsur-unsur tambahan di dalam suatu perjanjian, 
unsur-unsur perjanjiannya, yaitu: 
a. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak ini disebut subjek 
perjanjian yang terdiri dari manusia maupun badan hukum dan 
mempunyai wewenang melakukan perbuatan hokum seperti yang 
ditetapkan undang-undang.  
b. Adanya persetujuanan para pihak-pihak, persetujuan antara pihak-
pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suat uperundingan. 
Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat 




c. Adany atujuan yang dicapai, mengenai tujuan para pihak 
hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan 
dan tidak dilarang oleh undang-undang.  
d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan, prestasi merupakan 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-
syarat perjanjian.  
e. Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan, perlunya bentuk tertentu 
karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa 
dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan 
mengikat dan bukti yang kuat. 
f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, dari syarat-
syarat tertentu dapat diketahui hal dan kewajiban para pihak. 
Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak 
dan kewajiban pokok. 
4. Syarat Sahnya Perjanjian 
Dalam membuat perjanjian para pihak harus memenuhi syarat 
syarat yang ada dalam syarat sahnya perjanjian. Hal ini sesuai dengan 
Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:  
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
c. Suatu hal tertentu; 




Dalam syarat sah perjanjian di atas dibagi menjadi dua kelompok 
yaitu dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif dan dua syarat yang 
terakhir dinamakan syarat objektif, dimana keduanya memiliki akibat 
hukum masing-masing. Apabila syarat subjektif dalam pembuatan 
perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat di batalkan 
sedangkan apabila syarat objektif dalam pembuatan perjanjian tidak 
terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.  
Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan syarat-syarat 
utama yang harus ada dalam setiap membuat perjanjian. Artinya setiap 
perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat tersebut agar 
perjanjian tersebut dikatakan sah secara hukum, agar lebih jelas keempat 
syarat tersebut di uraikan sebagai berikut: 
a. Adanya Sepakat Bagi Mereka Yang Mengikatkan Dirinya 
Sepakat yang dibuat adalah persetujuan oleh para pihak 
yang membuat perjanjian, saling menerima dan mengikat atas 
suatu hal yang di perjanjikan sehingga segala akibat hukum 
akan diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Maksudnya 
apabila kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus 
bersepakat, setuju, seia-sekata mengenaihal-hal yang pokok 
dari perjanjian itu.
36
 Walaupundemikian, ada saatnya terjadi 
persoalan dalam kesepakatan antara pernyataan dan kehendak 
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diantara para pihak, menurut Mertokusumo, teori yang dapat 
menjawab hal tersebut adalah sebagai berikut:
37
 
1) Teori kehendak (willstheorie), bahwa perjanjian itu terjadi 
apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. 
Jika tidak ada, perjanjian dianggap batal dan dibatalkan. 
2) Teori pernyataan (verklaringstheorie) merupakan proses 
batiniah yang tidak diketahui oleh orang lain. Akan tetapi, 
yang menyebabkan terjadinya suatu perjanjian adalah 
pernyataan. Apabila terjadi suatu perbedaan antara 
kehendak dan pernyataan, perjanjian tetap terjadi.  
3) Teori kepercayaan (vertouwenstheorie) teori ini sangat 
berkaitan dengan kepercayaan seseorang pada orang lain. 
Untuk itu, tidak setiap pernyataan menimbulkan atau 
melahirkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang 
disertai atau menimbulkan kepercayaan yang melahirkan 
perjanjian.  
Kata sepakat dilakukan oleh kedua pihak yang 
mempunyai atas suatu kebebasan berkehendak. Para pihak 
bebas dari tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi 
perwujudan kehendak tersebut.
38
 Sesuai dengan Pasal 1321 
KUHPerdata menjelaskan “tiada sepakat yang sah apabila 
sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya 
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dengan paksaan atau penipuan”, maka dalam perjanjian cacat 
pada syarat subjektif karena diadakan dengan Kekhilafan, 
Paksaan, dan Penipuan dapat dibatalkan (vernietigbaar). 
Hal ini dapat di jelaskan mengenai hal-hal yang 
mengakibatkan adanya “cacat” dalam perjanjian sehingga 
kesepakatan tersebut menjadi tidak sah, yaitu:  
1) Adanya Kekhilafan 
Adanya kekhilafan di atur dalam Pasal 1322 
KUHPerdata, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan 
terdapat salah satu pihak khilaf tentang pokok-pokok yang 
diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari objek 
perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, 
hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal 
tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.
39
 
Kekhilafan (kekeliruan) dapat dibedakan dalam dua sifat, 
yaitu: 
a) Kekhilafan mengenai hak ikat barang atau hal-
hal yang pokok (error in substantia) 
Kesesatan mengenai hak ikatb arang yang 
diperjanjikan maksudnya ialah bahwa kesesatan itu 
adalah mengenai sifat benda, yang merupakan 
alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak 
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untuk mengadakan perjanjian. Misalnya, seseorang 
yang beranggapan bahwa ia membeli lukisan Basuki 
Abdullah, kemudian ia mengetahui bahwa lukisan 
yang dibelinya hanya tiruan. 
b) Kekhilafan Mengenai Orangnya (error in 
persona) 
Error in persona ialah perjanjian yang 
berkaitan dengan diri seseorang. Terjadi, misalnya, 
jika seorang direktur opera mengadakan kontrak 
dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi 
yang tersohor, padahal itu bukan yang 
dimaksudkan, hanyalah namanya yang kebetulan 
sama (Prof. Subekti, S.H). 
2) Adanya Paksaan 
Adanya paksaan dalam suatu kesepakatan termasuk 
dalam “cacat” mengenai suatu perjanjiannya. Hal ini di atur 
dalam Pasal 1324 KUHPerdata. Paksaan terjadi jika 
menimbulkan ketakutan pada pihakmitra. Dalam paksan 
terdapat beberapa elemen-elemen di dalamnya, yaitu: 
a) Pihak yang memaksa menimbulkan ketakutan pada 
pihak yang dipaksa;  
b) Pihak yang dipaksa merasa terancam diri dan 




c) Pihak yang dipaksa berpikiran sehat;  
d) Untuk menerapkan pasal ini harus dipertimbangkan 
usia, kelamin, dan kedudukan pihak yang dipaksa. 
3) Adanya Penipuan 
Adanya penipuan dalam membuat kesepakatan 
diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata. Penipuan adalah tipu 
muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak ketika 
mengadakan suatu perjanjian. Penipuan terjadi apabila satu 
pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan 
yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat 
untuk membujuk pihak lawannya untuk memberikan 
perizinannya. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus 
dibuktikan. 
b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian 
Cakap (bekwaan) adalah salah satu dari syarat sahnya untuk 
membuat suatu perjanjian, syarat ini menyangkut subjek atau pihak 
yang akan membuat kesepakatan. Cakap disini merupakan 
kejelasan mengenai kondisi seseorang seperti usia yang sudah 
dewasa (yang di tentut akan undang-undang mengenai usia 
dewasa) sehat akal pikirannya, jiwa, raga, jasmani dan rohani serta 
tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk 




Berikut adalah orang-orang yang tidak cakap atau dilarang 
untuk membuat perjanjian oleh undang-undang, yaitu: 
40
 
1) Orang yang belum dewasa 
Orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka 
yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin (lihat pasal 
330 KUHPerdata) akan tetapi apabila seseorang berumur di 
bawah 21 tahun tetapi telah kawin dianggap telah dewasa 
menurut hukum. 
2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan 
Dalam Pasal 433 KUHPerdata sampai dengan pasal 
426 KUHPerdata, tentang pengampuan. Pengampuan 
adalah keadaan dimana seorang (curandus), karena sifat-
sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam 
segala hal cakap yang bertindak sendiri. Misalnya, setiap 
orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau 
lemah akal walau ia kadang-kadang cakap menggunakan 
pikirannya. Seorang dewasa yang boros, oleh karena itu 
putusan hakim dimasukan ke dalam golongan orang yang 
tidak cakap bertindak dan lantas diberi wakil menurut 
undang-undang yang disebut pengampu (curator), 
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3) Perempuan yang telah kawin 
Perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat 
suatu perjanjian, hal ini tertulis pada Pasal 1330 ayat (3) 
KUHPerdata jo. Pasal 108 KUHPerdata. Berdasarkan 
perkembangan hukum serta social dalam masyarakat pada 
saatini, seorang istri akan dianggap cakap melakukan 
perbuatan hukum, hal ini sebagaimana telah tercantum 
dalam SEMA No. 3 tahum 1963 tentang “Gagasan 
menganggap BW tidak sebagai undang-undang”, yang 
merupakan pendapat dari Mahkamah Agung Republik 
Indonesia yang menganggap tidak berlaku lagi Pasal 108 
KUHPerdata dan 110 KUHPerdata. 
c. Suatu Hal Tertentu 
Suatu perjanjian harus mempunyai objek berupa barang 
yang dapat ditentukan jenisnya.
42
 Hal tertentu dalam membuat 
perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang 
mengenai objek dari suatu perjanjian itu. Kriteria tentang barang 
barang yang dapat dijadikan objek perikatan diatur dalam Pasal 
1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata.  Dalam Pasal 1332 
KUHPerdata ditentukn bahwa barang-barang yang dapat dijadikan 
objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat 
diperdagangakan. Barang-barang yang digunakan untuk 
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kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar 
perdagangan, sehingga tidak bias dijadikan objek perjanjian.  
Kriteria dari barang-barang yang dapat dijadikan objek 
perjanjian adalah sebagai berkut: 
1) Barang yang dapat diperdagangkan;  
2) Barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan, antara 
lain, barang-barang milik pemerintah yang dipergunakan 
untuk kepentingan umum, misalnya hutan lindung tidak 
dapat dijadikan objek perjanjian, antara lain, jalan umum, 
pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya 
tidaklah dapat dijadikan objek perikatan.  
Menurut Pasal 1333 KUHPerdata yang menjadi objek 
barang dalam suatu perjanjian merupakan harus hal tertentu, 
setidaknya harus ditentukan jenisnya, kemudian dapat ditentukan 
atau diperhitungkan. Selanjutnya, Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata 
ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian 
hari juga dapat menjadi objek perjanjian.  
d. Suatu Sebab Yang Halal 
Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan sebab yang atau 
causa dari perjanjian, adalah isi perjanjian itu sendiri.
43
 Hal ini di 
atur dalam Pasal 1337 KUHPerdata mengenai tentang isi dari suatu 
pembuatan perjanjian atau mengenai suatu sebab yang terlarang, 
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yaitu sebab yang dilarang oleh undang-undang dan atau 
bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum. Demikian 
dapat diketahui mengenai isi dari suatu perjanjian yang akan 
disepakati apakah sebab yang halal itu bertentangan dengan 
undang undang atau tidak serta apakah tujuan dari perjanjian itu 
dapat dilaksanakan atau tidak.  
Oleh karena itu untuk membuat suatu kesepakatan maka 
harus memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian agar dianggap 
sah di depan hukum, dan untuk melindungi kepentingan dari setiap 
para pihak yang bersangkutan. Apabila salah satu syarat tidak 
terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum. 
5. Hapusnya Perjanjian dan Perikatan 
Hapusnya perikatan tidak sama dengan hapusnya perjanjian, 
hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali 
seluruh perikatan yang terdapat didalam perjanjian dihapus. Sebaliknya, 
jika perjanjian berakhir atau hapus, maka perikatan yang lahir dari 
perjanjian juga menjadi berakhir atau hapus. Apabila semu aperikatan-
perikatan pada perjanjian dihapus seluruhnya, maka perjanjiannya pun 
berakhir. Dalam hal ini hapusnya perjanjian merupakan akibat dari 
hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya, hapusnya perjanjian dapat 
menghapuskan perikatan, yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan 




tersebut dapat di akhiri, akan tetapi perikatan atas kewajiban yang telah 
dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.
44
 
Perjanjian dapat berakhir atau hapus, karena: 
a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian 
akan berlaku untuk waktu tertentu;  
b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu 
perjanjian;  
c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan 
terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan dihapus;  
d. Pernyataan menghentikan perjanjian (opzegging); 
e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;  
f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan  
g. Dengan persetujuan para pihak(herroeping). 
Selain adanya faktor lain yang menyebabkan berahkhirnya 
perjanjian terdapat dalam Pasal 1381 KUHPerdata yang menyebutkan 
bahwa berakhirnya suatu perikatan karena ahal-hal berikut: 
a. Pembayaran;  
b. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan atau 
penitipan;  
c. Pembaharuan utang;  
d. Perjumpaan utang atau kompensasi;  
e. Percampuran utang;  
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f. Pembebasan utang;  
g. Musnahnya barang yang terutang;  
h. Kebatalan atau pembatalan;  
i. Berlakunya suatu syarat batal; dan  
j. Lewatnya waktu atau daluwarsa.  
B. Pembatalan Perjanjian Perdamaian 
1.  Pengertian Perjanjian Perdamaian 
Pengertian perjanjian perdamaian dijelaskan dalam Pasal 1851 
KUHPerdata, yaitu: Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana 
keduabelah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu 
barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun 
mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan 
jika dibuat secara tertulis.  
Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling 
menyampaikan kejanggalan yang menjadikan suatu permasalahan di antara 
kedua belah pihak, demi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang 
sedang dialami oleh kedua belah pihak dan untuk mencegah timbulnya 
permasalahan yang baru. Pada umumnya perjanjian perdamaian itu 
merupakan akta, karena perjanjian tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan sebagai alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. Pada mulanya perjanjian perdamaian dibuat atas dasar suatu 
permasalahan atau sengketa antara para pihak yang bersangkutan, dengan 




Menurut KamusBesar Bahasa Indonesia berdamai, artinya berbaik 
kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan atau 
memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan 
supaya mendapat persetujuan.
45
 Definisi lain dari perdamaian adalah 
persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian untuk 
mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah 
timbulnya suatu sengketa, sehingga dalam perjanjian ini kedua belah pihak 
harus melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk 
mencegah timbulnya masalah. Perjanjian ini disebut perjanjian formal dan 




Untuk membuat Perjanjian Perdamaian maka harus memenuhi 
beberapa syarat agar perjanjian perdamaian dinilai sah menurut hukum, 
syarat sah beserta unsur-unsur dalam membuat Perjanjian Perdamaian 
yang berdasarkan pada Pasal 1851 KUHPerdata dan Pasal 130 HIR, yaitu:  
a. Adanya persetujuan kedua belah pihak 
Sama halnya dengan membuat perjanjian pada umumnya 
bahwa dalam perdamaian kedua belah pihak harus saling sama-
sama menyetujui untuk mengakhiri persengketaan yang para pihak 
alami. Persetujuan tidak boleh hanya sepihak melainkan harus 
semua para pihak mensetujui kesepakatan untuk melakukan 
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perjanjian perdamaian yang dimana daitur dalam Pasal 1320 
KUHPerdata bahwa syarat sahnya perjanjian salah satunya adalah 
harus ada kata sepakat dari kedua belah pihak. 
b. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa 
Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengkakhiri 
sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap 
tidak memenuhi syarat. Putusan seperti ini tidak sah dan tidak 
mengikat kepada dua belah pihak. Perdamaian sah dan mengikat 
jika yang sedang disengketakan dapat diakhiri oleh prdamaian 
yang bersangkutan. Apabila pelaksanaan damai dilaksanakan 
secara menyeluruh dan tuntas, dikhawatirkan dikemudian hari di 
antara kedua belah pihak yang berperkara akan mengalami 
sengketa yang sama untuk diselesaikan di pengadilan sehingga 
tidak ada kepastian hukum
47
 agar putusan perdamaian itu sah dan 
mengikat para pihak yang berperkara, maka putusan perdamaian 
itu dibuat dengan sukarela dan formulasi perdamaian itu bagi para 
pihak. 
c. Isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan 
suatu barang dalam bentuk tertulis 
Isi perjanjian harus dilakukan secara tertulis, tidak boleh 
hanya sebatas lisan saja, hal ini dikarenakan dapat dijadikan suatu 
alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian perdamaian dalam suatu 
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persengketaan dan juga bersifat memaksa (imperative). Sesuai 
tahap dibuatnya persetujuan perdamaian, dikenal 2 (dua) macam 
bentuk persetujuan:
 
1) Bentuk Akta Perdamaian Melalui Litigasi 
Dikatakan persetujuan perdamaian 
berbentuk putusan perdamaian apabila terhadap 
persetujuan dituangkan dalam putusan pengadilan. 
Dalam hal ini perselisihan antara kedua belah pihak 
sudah diajukan kepengadilan berupa gugatan 
perdata. Apabila para pihak sepakat berdamai, 
persetujuan perdamaian yang dibuat dimintakan 
kepada hakim untuk menjadi acuan putusan 
pengadilan. Tidak menjadi soal apakah persetujuan 
itu tercapai sebelum atau sesudah perkara itu 
diperiksa pengadilan di persidangan.  
Pada dasarnya para pihak boleh meminta putusan 
perdamaian pada saat permulaan pemeriksaan, pertengahan 
atau akhir pemeriksaan. Hakim yang diminta kan untuk 
menjatuhkan putusan perdamaian haruslah terlebih dahulu 
memperhatikan adanya persetujuan perdamaian yang 
dirumuskan dalam suatu akta, dan persetujuan perdamaian 
itu tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari pokok 




Meskipun yang merumuskan materi isi persetujuan 
perdamaian adalah inisiatif para pihak, namun tidaklah 
mengurangi peran hakim untuk memberikan bantuannya. 
Hakim dapat memberikan petunjuk dan dapat berperan 
sebagai pendamping ketika isi persetujuan dirumuskan. 
adalah penting untuk diperhatikan hakim ada tidaknya 
tandatangan kedua belah pihak dibubuhkan dalam akta 
perseujuan yang dibuat. Sekiranya didapati salah satu pihak 
enggan untuk menandatangani, hakim haruslah menolak 
permintaan putusan perdamaian, dan melanjutkan 
pemeriksaan perkaranya.  
Apabila ternyata para pihak telah bersama-sama 
menandatangani akta persetujuan dan isi persetujuan 
perdamaian itu tidak menyimpang dari pokok perkara yang 
dipersengketakan, maka hakim dapat menjatuh kanputusan 
perdamaian dengan mengambil alih sepenuhnya isi 
persetujuan dan dictum / amar putusan menghukum kedua 
belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi 
persetujuan perdamaian.  
2) Berbentuk Akta Perdamaian Non Litigasi 
Putusan pengadilan berbeda dengan akta 
perdamaian, pada putusan perdamaian melekat 




perdamaian tidak melekat kekuatan esekutorial, dan 
sewaktu-waktu masih terbuka hak para pihak untuk 
mengajukan sebagai gugatan perkara.  Seperti telah 
dikemukakan terdahulu pada putusan perdamaian 
melekat kekuatan hukum yang mengikat kedua 
belah pihak.  
d. Sengketa tersebut sedang dalam keadaan sengketa yang 
diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu 
perkara (sengketa)   
Perdamaian harus didasarkan atas suatu persengketaan yang 
sedang berjalan dan belum menemukan titik terang untuk 
menyelesaiakan persengketaan tersebut, menurut Pasal 1851 
KUHPerdata persengketaan itu harus dalam bentuk sengketa 
perkara yang sedang bergantung dipengadilan sehingga 
perdamaian yang dibuat oleh para pihak yaitu bertujuan untuk 
mencegah terjadinya persengketaan di siding pengadilan.  
Dalam melakukan perjanjian perdamaian, secara hokum 
memiliki kekuatan hukum dalam pembentukannya. Kekuatan 
hokum perjanjian perdamaian terdapat pada Pasal 1858 ayat (1) 
KUHPerdata, yang menyebutkan “segala perdamaian mempunyai 
diantara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam 
tingkat penghabisan, tidak dapatlah perdamaian itu dibantah 




bahwa salah satu pihak dirugikan”. Perdamaian itu mempunyai 
kekuatan yang sama dengan suatu putusan Pengadilan yang telah 





2. Prosedur Pembatalan Perjanjian Perdamaian 
Perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu 
apabila didalamnya tidak memenuhi beberapa aturan yang telah 
dimaktubkan dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau 
tidak sesuai dengan aturan hokum positif yang berlaku. Maka berdasarkan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian perdamaian dapat 
dibatalkan, yaitu:  
1. MenurutPasal 1859: “namun itu suatu perdamaian dapat 
dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai 
orangnya, atau mengenai pokok, perselisihan. Ia dapat dibatalkan 
dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan”. 
Pembatalan perjanjian perdamaian apabila telah terjadi atas suatu 
kekhilafan mengenai orangnya atau subjeknya, ataupun mengenai 
pokok perselisihannya maka atas dasar tersebut perjanjian 
perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal dengan dasar ada 
suatu bentuk tipu daya atau paksaan. Aturan ini memberikan suatu 
kemungkinan untuk membatalkan perjanjian perdamaian atau 
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dading atas salah suatu pengertian atau maksud mengenai oragnya 
atau sumber subjeknya. 
2. Menurut Pasal 1860: “Begitu pula dapat diminta, pembatalan suatu 
perdamaian, jika perdamaian itu, telah, diadakan karena 
kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenaisuatu alas 
hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas 
telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu. Pembatalan 
perjanjian perdamaian tersebut terjadi apabila suatu 
kesalahpahaman di dalam duduk perkaranya mengenai suatu dasar 
hokum atau pun terdapat suatu alas hak yang batal atau tidak 
sesuai.  
3. MenurutPasal 1861: “Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar 
surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, adalah sama sekali 
batal”, pembatalan perjanjian perdamaian apabil a dalam suatu 
pembuktian dalam bentuk surat-surat yang dimana bukti surat-surat 
tersebut sebagai alas an untuk membuat perjanjian perdamaian 
adalah palsu maka secara mutlak perjanjian perdamaian dibatalkan. 
Mengenai alat-alat bukti suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 
1866 KUHPerdata, yaitu:  
a. Bukti tulisan;  
b. Bukti dengan saksi-saksi;  
c. Persangkaan-persangkaan; 




e. Sumpah.  
 
Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan 
yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut. : 
1. Menurut Pasal 1862: “suatu perdamaian mengenai suatu 
sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan Hakim yang 
telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh, 
para pihak atau salah satu dari mereka, adalah batal.”Pembatalan 
perjanjian perdamaian apabila dalam proses pembuatannya hanya 
satu pihak saja yang mengetahui mengenai putusan Hakim atas 
suatu perjanjian perdamaian, karena dalam konteksnya haruslah 
kedua belah pihak mengetahui suatu putusan Hakim mengenai 
pembuatan perjanjian perdamaian. 
2. Menurut Pasal 1863: Jika para pihak untuk seumumnya, 
telah membuatsuatuperdamaiantentangsegalaurusan yang berlaku 
diantara mereka, maka adanya surat-surat yang pada waktu itu 
tidak diketahui, tapi kemudian diketemukan, tidak merupakan 
alasan untuk membatalkan perdamaiannya, kecuali apabila surat-
surat itu telah sengaja, disembunyikan oleh salah satu pihak. 
Dalam hal ini pembatalan perjanjian perdamaian apabila terdapat 
suatu bukti surat yang dimana surat tersebut sebagai alat bukti atau 
sumber untuk membuat suatu perjanjian perdamaian antar pihak-




untuk menyembunyikan surat tersebut maka perjanjian perdamaian 
dapat dibatalkan. 
 
3. Subjek dan Objek Pembatalan Perjanjian Perdamaian 
Dalam pembuatan perjanjian perdamaian terdapat subjek untuk 
melakukan perjanjian perdamaian menurut Pasal 1852 KUHPerdata, yaitu 
untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang 
mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang 
termaktub di dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu 
tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak 
menurut ketentuan-ketentuan dari bab ke lima belas dan tujuhbelasdari 
buku ke satu kitab undang-undang ini. Kepala-kepala daerah yang 
bertindak sebagai demikian begitupula lembaga-lembaga umum tidak 
dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan mengindahkan acara-
acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenaimereka.  
Pada umumnya setiap individu dapat melakukan perdamaian tetapi 
berdasarkan Pasal tersebut telah ditentukan siapasaja yang berhak untuk 
melakukan perjanjian perdamaian. Untuk mengadakan suatu perdamaian 
diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan 
haknya atas hal-hal yang termaksud dalam perdamaian itu.
49
 Wali-wali dan 
pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamian, selainnya 
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jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari bab ke lima belas 
dan ketujuh  belas Buku I B.W.  
Kepala-kepala daearah yang bertindak sedemikian, begitupula 
lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian, 
selainnya dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 
dalam perundang-undangan yang mengenai mereka. 
Tidak hanya subjek yang diatur dalam perjanjian perdamaian tetapi 
didalamnya harus terdapat objek untuk membuat suatu perjanjian 
perdamian. Objek perjanjian perdamaian tersebut diatur dalam Pasal 1853 
KUHPerdata, yaitu:  
a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan 
yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, 
perdamaian tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut 
kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan. 
b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum 
didalamnya, sedangkan pelepasan hak dan tuntutan itu 
berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian 
tersebut.  
 
4. Subjek Hukum Pembagian Waris terhadap Akibat Hukum 
Pembatalan Akta Perdamaian Dibawah Tangan. 
Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Penetapan Akta Perdamaian 




diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata yang menyatakan bahwa di antara 
pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan 
seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak 
dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hokum 
atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Hal tersebut juga 
ditemui dalam Pasal 130 ayat (2) HIR yang menyatakan jika perdamaian 
yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat 
sebuah surat (akta) tentan gitu, dalam mana kedua belah pihak dihukum 
akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan 
dan akan dijalan kan sebagai putusan yang biasa. Pasal tersebut mengatur 
mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan 
upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa yang 
datang pada persidangan. Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat 
secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap 
(sesuai dengan penjelasan Pasal 130 HIR). Akta perdamaian yang 
diputuskan oleh hakim, tidak dapat diajukan banding atau pun kasasi.
50
 
tapi berbeda dengan akta perdamaian dibawah tangan, karena akta 
perdamaian dibawah tangan merupakan hasil kesepakatan bersama antara 
para pewaris dihadapan saksi yang ditunjuk tanpa ada legalitas dari 
pengadilan, Hal in imengandung pengertian bahwa putusan perdamaian 
yang dituangkan dalam suatu akta perdamaian ini adalah pasti dan tidak 
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ada suatu penafsiran lain lagi dan langsung dapa dijalankan kapan saja dan 
dapat diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian tersebut. 
Namun pada pasal 1859 KUHPerdata menjelaskan bahwasanya suatu akta 
perdamaian dapat dibatalkan apabila ada perselisihan pokok atau 
perselisihan subjek hukumnya. 
Adapun SubyekHukumWaris: 
1. Pewaris : orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda/kekayaan. 
Inilah adalah merupakan syarat sebagai pewaris yaitu adanya hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai 
dengan uang. 
 
2.  Ahli waris : 
a. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (uit eigen hoofed) atau 
mewaris secara langsung, 
Misalnya seorang ayah meninggal dunia, maka anak-anaknya akan 
menjadi ahli  waris. Menurut KUHPerdata penggolongan ahli waris ini 
dibedakan mejadi empat golongan,adapun empat golongan tersebut adalah:  
a.1. Golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya 
dalam garis lurus kebawah. Mulai tahun 1935 hak mewaris 
suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan 
seorang anak yang sah (Pasal 852a KUHPerdata)  
a.2. Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris; 
pada asas nya bagian orang tua disamakan dengan bagian 




orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta 
peninggalan. 
a.3. Golongan ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPerdata, 
dalam hal tidak ada gol. Pertama dan gol. Kedua, maka 
harta peninggalan harus dibagi menjadidua (kloving), 
setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setelah 
lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu 
a.4. golongan keempat :sanak keluarga sipewaris dalam garis 




b. Ahli Waris Berdasarkan Penggantian (bijplaatsvervulling), 
disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung (cucu-cucu 
pewaris)  
b.1. Penggantian dalam garis lurus kebawah, Pasal 848 
KUHPerdata yaitu hanya orang-orang yang telah mati saja 
yang dapat digantikan. 
b.2. Penggantian dalam garis kesamping, tiap saudara 
kandung/tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh 
sekali anaknya 
b.3. Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan 
penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, 
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misalnya paman/keponakan, jika meninggal lebih dulu 
digantikan oleh turunannya 
 
c.  Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta 
peninggalan, dalam hal ini kemungkinan timbul karena 
KUHPerdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang 
bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan 







PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. HASIL PENELITIAN 
Penulis melakukan penelitian terhadap perjanjian perdamaian di 
bawah tangan tentang pembagian waris harta peninggalan Almarhumah 
Saniti dengan H. Sofiyudin Sutarno (Suami Almarhumah Saniti). Didalam 
perdamaian tersebut terdapat kekurangan subyek ahli waris. Sebagai pihak 
pertama (Sugianto dan Sutenti) yang mana seharusnya ahli waris 
seluruhnya sejumlah delapan orang tetapi ternyata di dalam perdamaian 
yang dibuat dibawah tangan hanya berjumlah dua orang ahli waris 
(Sugianto dan Sutenti). 
Berikut isi akta perdamaian sebagaimana diuraikan diatas : 
PERJANJIAN PERDAMAIAN 
Yang bertandatangan dibawah ini: 
1. SUGIANTO bin TARYONO. Pekerjaan wiraswasta. Agama islam. 
Alamat di Desa Tegalwangi RT.013/RW.005. Kecamatan Talang. 
Kabupaten Tegal. Pemegang KTP NIK 3275000212650023. 
Selanjutnya disebut sebagai PihakPertama. 
2. H. SOFIYUDIN SUTARNO bin ROFII. Pekerjaan swasta. Agama 
islam. Alamat di Desa Dermasandi RT.03/RW.01. Kecamatan 





Selanjutnya disebut sebagai PihakKedua. 
Bahawa pihak pertama dan pihak kedua sepakat membuta Perjanjian 
Perdamaian yang terkait dengan pembagian harta peninggalan alamarhum 
SANITI binti TARYONO dengan cara musyawarah kekeluargaan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat harta peninggalan 
almarhumah SANITI bin TARYONO yang terdiri dari 2 (dua) bidang 
tanah sawah, dan 2 (dua) bidang tanah pekarangan berikut bangunan 
rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya, yang diuraikan seperti 
tersebut di bawah ini adalah harta peninggalan yang akan dibagi oleh 
pihak pertama dan pihak kedua,yaitu : 
a. Satu bidang sawah dengan Sertipikat HakMilikNomor 32V luas +/- 
3350 M2 atas nama SANITI Binti TARYONO terletak di Desa 
Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal dengan batas-batas 
sebagai berikut: 
- sebelah utara Tanah Bambang 
- sebelah timur Tersier/ Lapak 
- sebelah selatan Tanah Sukarya 
- sebelah barat Tanah Dasuki Amar 
b.   Satu bidang tanah sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 luas 
+/- 2705 M2 atas nama SANITI Binti TARYONO terletak di Desa 





 - sebelah utara Tanah milik Haji Nur 
 - sebelah timur Tersier/ Lapak 
 - sebelah selatan Tanah Haji Nur 
 - sebelah barat Tanah Agus,Iyak,Ruminah,Faidin 
c. Satu bidang tanah pekarangan berikut bangunan yang terdiri di atasnya 
sebagai mana dimaksud dalam Persil 37 Letter C Nomor 610, D II,luas 
+/- 620 M2 atas nama SANITI Binti TARYONO terletak di Desa 
Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas 
sebagai berikut : 
 - sebelah utara Gang/ Tanah milikkasni 
 - sebelah timur Samsudin/ Karniti 
 - sebelah selatan Tersier 
 - sebelah barat Tanah milik Daryono, Raban 
d. Satu bidang tanah pekarangan berikut bangunan yang terdiri di atasnya 
sebagaimana dimaksud dalam Persil 37 Letter C Nomor 141 luas 180 
M2 atas nama SUGIANTO alias EDI PURWNTO terletk di Desa 
Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dengan batas-
batas sebagai berikut : 
 - sebelah utara Tanah milikwarga 
 - sebelah timur Jalan/ Lontrong 
 - sebelah selatan Jalan desa 




2.   Bahwa telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua, terhadap 
harta peninggalan almarhumah SANITI Binti TARYONO berupa satu 
bidang tanah sawah dengan Seripikat Hak Milik Nomor 32,luas +/- 3350 
M2 atas nama SANITI Binti TARYONO terletak di di Desa Balamoa, 
Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas 
sebagaiberikut : 
 - sebelah utara Tanah Bambang 
 - sebelah timur Saluran/ Tanah PG/ Lapak 
 - sebelah selatan Tanah Sukarjo 
 - sebelah barat Tanah Dasuki Amar 
Tanah tersebut akan diserahkan kepemilikannya kepadapihak 
kedua (H. SOFIYUDIN BIN ROFII). 
3. Bahwa telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua, terhadap 
harta peninggalan almarhumah SANITI Binti TARYONO lainnya 
terdiri dari 3 (tiga) bidang tanahya itu : 
a. Satu bidang tanah sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 31,luas 
+/- 2705 M2 atas nama SANITI Binti TARYONO terletak di Desa 
Balamoa, Kecamatan Pangkah, KabupatenTegal, dengan batas-
batassebagaiberikut : 
- sebelahutara Tanah milik Haji Nur 
 - sebelahtimur Saluran/Tanah PG/ Lapak 
 - sebelahselatan Tanah Haji Nur 




b. Satu bidang pekarangan berikut bangunan yang berdiri diatasnya 
sebagimana dimaksud dalam Persil 37 Letter C Nomor 610, D II, luas 
+/- 620 M2 atas nama SANITI Binti TARYONO terletak di  Desa 
Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dengan batas-
batas sebagai berikut : 
- sebelah utara Gang/ Tanah milikkasnani 
- sebelah timur Samsudin/ Kamniti 
- sebelah selatan Tersier 
- sebelah barat Tanah milik Daryono,Raban 
c. Satu bidang pekarangan berikut bangunan yang berdiri diatasnya 
sebagimana dimaksud dalam Letter C Nomor 141,luas +/- 180 M2 atas 
nama SANITI Binti TARYONO terletak di  Desa Dermasandi, 
Kecamatan Pangkah, KabupatenTegal, dengan batas-batas 
sebagaiberikut : 
- sebelah utara Tanah milik Wage 
- sebelah timur Jalan/Lontrong 
- sebelah selatan Jalan Desa 
- sebelah barat Tanah milik Saryah 
Ketiga bidang tanah tersebut akan diserahkan kepemilikannya 
kepada pihak pertama (SUGIANTO Bin TARYONO). 
4. Bahwa oleh karena telah disepakati harta peninggalan almarhumah 
SANITI Binti TARYONO sebagaimana dimaksud dalam (angka 2)  




(H. SOFIYUDIN SUTARNO Bin ROFII) maka pihak pertama 
(SUGIANTO Bin TARYONO) menyatakan bersedia dan akan 
melepaskan hak atas tanah tersebut melalui Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) yang ditunjuk; Demikian pula terhadap harta 
peninggalan almarhumah SANITI Binti TARYONO dalam (angka 3 
huruf a, b, c) tersebut diatas telah disepakati akan diserahkan 
kepemilikannya kepada pihak pertama (SUGIANTO Bin TARYONO), 
maka pihak kedua (H. SOFIYUDIN SUTARNO Bin ROFII) 
menyatakan bersedia dan akan melepaskan hak atas tanah tersebut 
melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk. 
5. Bahwa dengan telah ditanda tanganinya Perjanjian Perdamaian ini, 
maka pihak pertama dan pihak kedua menyatakan akan saling 
membantu dalam proses balik nama tanah yang menjadi haknya 
masing-masing pihak tersebut secara sukarela. 
6. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat, semua biaya yang 
ditimbulkan sebagai akibat dari pembagian dan peralihan hak atas 
tanah yang menjadi bagian masing-masing pihak pertama dan pihak 
kedua tersebut akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. 
7. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat Perjanjian Perdamaian 
ini akan dibuat dalam Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh 
Pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT) diwilayah kabupaten Tegal. 
8. Bahwa setelah Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam Akta Notaral 




pertama dan pihak kedua menyatakan tidak akan saling melakukan 
tuntutan dan atau gugatan dikemudian harinya. 
Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat penuh kesadaran dan tanggung 
jawab masing-masing pihak serta tidak ada tekanan dari pihak manapun 
juga, selanjutnya Perjanjian Perdamaian ini dapat digunakan sebagaimana 
perlunya. 
Dibuat di Dermasndi pada tanggal 13 Juni 2019
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Selain meneliti perjanjian perdamaian sebagaimana diuraikan diatas 
penulis juga melakukan wawan cara dengan Ketua LBH BANPK 
Kabupaten Tegal yang pada pokoknya menerangkan perkara tersebut 
berada di daerah Dermasandi, pembatalan tersebut dilakukan karena ada 
salah satu pihak keluarga menurut  hokum tidak mendapatkan haknya. 
Karena suami yang bernama Taryono sempat menikah dua kali, saat 
menikah dengan istri pertama yaitu Tuminah,Taryono memiliki tiga orang 
anak yang bernama Saniti, Sugianto dan Suharti, namun dikemudian hari, 
istrinya yang bernama Tuminah meninggal dunia setelah melahirkan 
suharti, akhirnya Suharti di asuh oleh orang Cirebon. dan Taryono 
memutuskan untuk menikah kembali dengan Sutenti sehingga 
menghasilkan delapan orang anak. Saat Taryono menikah dengan Sutenti 
mampu membeli dua bidang tanah sawah dan dua bidang tanah 
pekarangan yang diatas namakan Saniti Binti Taryono, Karena saat itu 
Taryono mampu membeli tanah setelah menikah dengan Sutenti istri 
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keduanya dengan menggunakan harta bersama. Namun setelah Taryono 
meninggal dunia, semua tanah tersebut akan dibagikan kepada para ahli 
waris, saat itu Sugianto membawa penyelesaian tersebut pada salah satu 
advokat di tegal, namun Sugianto merasa mendapat hak yang sedikit, 
karena hamper dari seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada Sutenti 
dan anak-anaknya. Akhirnya Sugianto menarik berkas tersebut dan 
membawanya kepada advokat lainnya tanpa sepengetahuan dari Sutenti 
dan anak-anaknya, sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Sugianto dan 
suami dari Saniti yang bernama Sofiyudin bin Rofii, karena Saniti sudah 
meninggal dunia dan tidak menghasilkan anak sama sekali. Adanya 
ketidakadilan yang ada didalam keluarga tersebut, akhirnya utenti dan 
anak-anaknya dating ke LBH BANPK untuk meminta bantuan hukum 
demi memperoleh hak-hak warisnya tersebut 
 
B. PEMBAHASAN 
1. Penerapan pasal 1859 KUHPerdata tentang pembatalan akta 
perdamaian dibawah tangan terhadap penyelesaian sengketa 
waris. 
Bila perdamaian tercapai maka akan dibuat akta dan dihukum 
untuk menjalankannya sangat erat kaitannya dengan Pasal 1851 
KUHPerdata sebagai landasan formil perdamaian. Untuk itu  Penulis 
ingin menguraikan tentang perdamaian berdasarkan Pasal 1851 




a. Adanya persetujuan kedua belah pihak 
Sama halnya dengan membuat perjanjian pada umumnya bahwa 
dalam perdamaian kedua belah pihak harus saling sama-sama 
menyetujui untuk mengakhiri persengketaan yang para pihak  
alami. Persetujuan tidak boleh hanya sepihak melain kan harus 
semua para pihak mensetujui kesepakatan untuk melakukan 
perjanjian perdamaian yang dimana diatur dalam Pasal 1320 
KUHPerdata bahwa syarat sah nyap erjanjian salah satunya 
adalah harus ada kata sepakat dari kedua belah pihak. 
b. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa 
Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengkakhiri sengketa 
yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak 
memenuhi syarat. Perdamaian sah dan mengikat jika yang sedang 
disengketakan dapat diakhiri oleh perdamaian yang bersangkutan. 
c. Isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu 
barang dalam bentuk tertulis 
Isi perjanjian harus dilakukan secara tertulis, tidak boleh hanya 
sebatas lisan saja, hal ini dikarenakan dapat dijadikan suatu alat 
bukti bahwa telah terjadi perjanjian perdamaian dalam suatu 
persengketaan dan juga bersifat memaksa (imperative). 
d. Sengketa tersebut sedang dalam keadaan sengketa yang diperiksa 




Perdamaian harus didasarkan atas suatu persengketaan yang 
sedang berjalan dan belum menemukan titik terang untuk 
menyelesaiakan persengketaan tersebut, menurut Pasal 1851 
KUHPerdata persengketaan itu harus dalam bentuk sengketa 
perkara yang sedang bergantung dipengadilan sehingga 
perdamaian yang dibuat oleh para pihak yaitu bertujuan untuk 
mencegah terjadinya persengketaan di siding pengadilan.  
Suatu persetujuan disebut berbentuk akta perdamaian, jika 
persetujuan perdamaian tersebut terjadi tanpa campur tangan 
pengadilan atau hakim. Jika sengketa sudah sampai kepengadilan, 
kemudian di luar campur tangan pengadilan para pihak pergi ke 
notaris untuk membuat persetujuan perdamian dalam bentuk akta 
perdamaian, atas dasar itu pula para pihak yang mencabut perkara 
yang sudah diajukan kepengadilan dan para pihak tidak meminta 
pengukuhan persetujuan perdamaian itu disebut akta perdamaian. 
DalamPasal 1851 ayat (2) hanya dijelaskan tentang kebolehan 
membuat persetujuan perdamaian mesti harus berbentuk akta 
otentik. Persetujuan perdamaian adalah bentuk perjanjian tertentu 
yang sepenuh nyata kluk pada asas-asas  hokum perjanjian 
sebagaimana yang terdapat dalam buku tiga bab kedelapan belas 
KUHPerdata. Demikian juga yang terdapat dalam Pasal 158 Rbg 
dimana dalam Pasal ini hanya mengatur tentang tata cara membuat 




130 HIR lebih dititik beratkan pada nilai eksekusinya dan hal ini 
hanya diatur dalam satu pasal saja. Akta perdamaian yang dibuat 
diluar campur tangan pihak pengadilan masih terbuka untukm 
engajukanny asebagai perkara dipengadilan apa bila dianggap akta 
tersebut merugikan salah satu pihaknya. Hal ini disebabkan karena 
persetujuan yang dituangkan dalam akta perdamaian itu tidak 
mengakhiri sengketa. 
Pada pembatal akta perdamaian dibawah tangan dapat saja 
terjadi apabila ada beberapa faktor yang seperti ketidakadilan 
dalam perselisihan, hak-hak yang diberikan tidak sesuai dengan 
yang diterima, dan lainnya. Sering kali terjadi dimasyarakat, salah 
satunya pernah ditangani oleh LBH BANPK Kabupaten Tegal 
yang mana perkara tersebut berada didaerah Dermasandi, 
pembatalan tersebut dilakukan karena ada salah satu pihak 
keluarga menurut hokum tidak mendapatkan haknya. Karena suami 
yang bernama Taryono sempat menikah dua kali, saat menikah 
dengan istri pertama yaitu Tuminah, Taryono memiliki tiga orang 
anak yang bernama Saniti, Sugianto dan Suharti, namun 
dikemudian hari, istrinya yang bernama Tuminah meninggal dunia 
setelah melahirkan suharti, akhirnya Suharti di asuh oleh orang 
Cirebon. dan Taryono memutuskan untuk menikah kembali dengan 
Sutenti sehingga menghasilkan delapan orang anak. Saat Taryono 




dan dua bidang tanah pekarangan yang diatas namakan Suniti Binti 
Taryono, karena saat itu Taryono mampu membeli tanah setelah 
menikah  dengan Sutenti istri keduanya dengan menggunakan harta 
bersama. Namun setelah Taryono meninggal dunia, semua tanah 
tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris, saat itu Sugianto 
membawa penyelesaian tersebut pada salah satu advokat di Tegal, 
namun Sugianto merasa mendapat hak yang sedikit, karena hamper 
dari seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada Sutenti dan 
anak-anaknya. Akhirnya Sugianto menarik berkas tersebut dan 
membawanya kepada advokat lainnya tanpa sepengetahuan dari 
Sutenti dan anak-anaknya, sehingga tanah tersebut dikuasai oleh 
Sugiyanto dan suami dariSaniti yang bernama Sofiyudin bin Rofii, 
karena Suniti sudah meninggal dunia dan tidak menghasilkan anak 
samasekali. Adanya ketidakadilan yang ada didalam keluarga 
tersebut, akhirnya Sutenti dan anak-anaknya dating ke LBH 




Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, maka 
penulis melihat dari perkara yang ditangani oleh LBH BANPK 
apabila dikaitkan dalam penerapan pasal 1859 tentang pembatalan 
akta perdamaian dibawah tangan tersebu karena terjadi adanya 
kekhilafan melalui orangnya, dan adanya keterangan palsu yang 
                                                             




diberikan Sugiyono beserta H. Sofiyudin untuk tidak 
mencantumkan beberapa ahli waris yang sah didalam akta 
perdamaian dibawah tangan tersebut, Karena akta perdamaian 
tersebut harus memenuhi penerapan pasal 1859 KUHPerdata yang 
menjelaskan tentang 
"Namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, 
apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, 
atau mengenai pokok perselisihan, ia dapat membatalkan 
dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau 
paksaan."  
Oleh karenanya, perjanjian perdamaian atau dading tersebut 
dapat dibatalkan atau ditarik kembali bila mana: 
a)  Para pihak yang terikat oleh dading yaitu mereka yang 
bersengketa menyepakati pembatalan atau penarikan kembali 
kesepakatannya tersebut (met wederzijd che toestemming).  
b)  Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-
undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan 
kembali tersebut (uithoofde der redenenwelke de wet 
daartoevoldoen deverklaart) (Pasal 1338 KUHPerdata, alinea 
kedua). Pembatalan akta perdamaian dengan ketentuan 
sebagai berikut : 




Para pihak yang berada di dalam akta perdamaian 
dibawah tangan terdapat kesalahan nama pewaris atau 
ada pewaris yang belum masuk dalam akta perdamaian 
sesuai hak perolehannya. 
2) Terjadi Perselisihan 
Para pihak yang beradadalamaktaperdamaianterdapat 
orang-orang yang bukan hak perolehanny amendapat 
bagian yang harus diperoleh sehingga menimbulkan 
perselisihan diantara orang tersebut, sehingga akta 
perdamaian tersebut dapat dibatalkan. 
3) Terjadi Pokok atau Klausa perdamaian yang salah  
Isi dari akta perdamaian dibawah tangan tersebut 
menimbulkan suatu keraguan atau kesalahan pada isi yang 
telah disepakati, sehingga dapat menjadi akta tersebut tidak 
sesuai dengan perjanjian perdamaian yang sudah terjadi. 
4) Terjadi Penipuan atau Paksaan 
Apabila suatu akta perdamaian dibawah tangan tersebut 
memiliki unsur penipuan yang bertujuan untuk menguasai 
sebagian atau seluruh dari harta warisan yang diberikan 
kepada pewaris, sehingga ada orang yang merasa dirugikan 





Dalam pembahasan diatas, maka penulis mengkaji 
bahwasanya orang-orang yang ada didalam akta perdamaian harus 
dikajiulang dan dibuat kembali dihadapan pengadilan agar 
memiliki legalitas kuat, dan dapat bersifat eksekutorial. 
 
2. Akibat hukum akta perdamaian dibawah tangan yang dibuat 
karena terjadi kekhilafan orangnya. 
Setiap perjanjian perdamaian harus mengakhiri perkara 
secara tuntas dan keseluruhan. Perdamaian harus membawa para 
pihak terlepas dari seluruh sengketa, dikarenkan semuanya telah 
diatur dan dirumus kan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama 
masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan atau 
terdapatnya perbuatan yang dapat merugikan dari salah satu pihak 
yang telah di kukuhkan dalam akta perdamaian maka akta 
perdamaian tersebut mengandung cacat formil yang disebabkan 
bertentangan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pembuatan 
atau permohanan dalam akta perdamaian di dalamnya terdapat 
syarat-syarat sah suatu perjanjian yang mana jika salah satu syarat 
tersebut tidak terpenuhi maka dianggap batal demi hukum, adapun 
syarat-syarat perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata 
sebagai berikut : 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 




c. Suatu hal tertentu; 
d. Suatu sebab yang halal. 
Syarat sah perjanjian di atas dibagi menjadi dua kelompok 
yaitu dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif dan dua syarat 
yang terakhir dinamakan syarat objektif, dimana keduanya 
memiliki akibat hokum masing-masing. Apabila syarat subjektif 
dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian 
tersebut dapat di batalkan sedangkan apabila syarat objektif dalam 
pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut 
batal demi hukum.  
Syarat-syarat sah nya perjanjian tersebut merupakan syarat-
syarat utama yang harus ada dalam setiap membuat perjanjian. 
Artinya setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat 
syarat tersebut agar perjanjian tersebut dikatakan sah secara 
hukum. 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Sepakat yang dibuat adalah persetujuan oleh para pihak 
yang membuat perjanjian, saling menerima dan mengikat atas 
suatu hal yang di perjanjikan sehingga segala akibat hokum akan 
diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Maksudnya apabila 
kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, 
setuju, seia-sekata mengenaihal-hal yang pokok dari perjanjian itu. 




Cakap (bekwaan) adalah salah satu dari syarat sahnya untuk 
membuat suatu perjanjian, syarat ini menyangkut subjek ataupihak 
yang akan membuat kesepakatan. Cakap disini merupakan 
kejelasan mengenai kondisi seseorang seperti usia yang sudah 
dewasa (yang di tentukan undang-undang mengenai usia dewasa) 
sehatakal pikirannya, jiwa, raga, jasmani dan rohani serta tidak 
dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk 
melakukan suatu perbuatan tertentu.   
c. Suatu hal tertentu 
Suatu perjanjian harus mempunyai objek berupa barang 
yang dapat ditentukan jenisnya. Hal tertentu dalam membuat 
perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang 
mengenai objek dari suatu perjanjian itu. Kriteria tentang barang-
barang yang dapat dijadikan objek perikatan diatur dalam Pasal 
1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata.  Dalam Pasal 1332 
KUHPerdata ditentukan bahwa barang-barang yang dapat 
dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat 
diperdagangakan. Barang- barang yang digunakan untuk 
kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar 





d. Suatu sebab yang halal 
Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan sebab yang atau 
causa dari perjanjian, adalah isi perjanjian itu sendiri.
54
 Hal ini di 
atur dalamPasal 1337 KUHPerdata mengenai tentang isi dari suatu 
pembuatan perjanjian atau mengenai suatu sebab yang terlarang, 
yaitu sebab yang dilarang oleh undang-undang dan atau 
bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum. Demikian 
dapat diketahui mengenai isi dari suatu perjanjian yang akan 
disepakati apakah sebab yang halal itu bertentangan dengan 
undang-undang atau tidak serta apakah tujuan dari perjanjian itu 
dapat dilaksanakan atau tidak. 
Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab 
pengadilan, melainkan sebagai persetujuan dari kedua belahpihak 
atas tanggung jawab mereka sendiri yang berdasarkan kehendak 
dan kesepakatan dari para pihak. Oleh karena kesepakatan itu 
merupakan produk persetujuan para pihak yang di gariskan dalam 
Pasal 1320 Kuhperdata maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 
1337 Kuhperdata yang melarang persetujuan mengandung kuasa 
yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau 
bertentangan dengan Undang – undang, kesusilaan yang baik dan 
ketertiban umum.  
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Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian( 
Acta Van Dading) Akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim, 
memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang 
telah berkekuatan hokum tetap. Namun, selalu ada pengecualian 
(escape clause) dalam hukum. Adapun beberapa dasar hukum yang 
terkait dengan pembatalan akta perdamaian yakni, Pasal 1859, 
1860, 1861 KUHPerdata. Secara tegas ketentuan dalam Pasal 1859 
menyatakan bahwa, perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi 
suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok 
perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila 
telah dilakukan penipuan atau paksaan.  
Pengecualian lain yang memungkinkan suatu akta 
perdamaian bias dibatalkan, yaitu apabila isinya bertentangan 
dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi 
Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut MA) dalam putusan 
MA Nomor 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norma, akta 




Akibat hokum terhadap akta perdamaian dibawah tangan 
yang dibuat karena terjadinya kekhilafan dari orangnya akan 
membuat akta tersebut batal demi hukum, karena tidak sesuai 
dengan apa yang sebenarny aterjadi, dan isi akta perdamaian 
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tersebut harus dibuat kembali dan disah kan melalui Pengadilan, 
agar memiliki legalitas, karena akta perdamaian yang sudah dibuat 
dihadapan hakim maka tidak dapat diubah lagi, dan bersifat 
eksekutorial. 
Dengan berdasar pada penjelasan tersebut, maka 
pembatalan terhadap suatu akta perdamaian (acta van dading) 
dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara apabila 
pembatalan tersebut dikarenakan oleh adanya kekeliruan mengenai 
orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan, dan dilakukan 
dengan memberikan keterangan palsu serta bertentangan dengan 
undang-undang. Namun dalam hal akiba thukum yang akan 
diterima oleh salah satu pihak apabila terjadi pembatalan terhadap 
akta perdamaian tersebut, tidak banyak diatur dan dijelaskan 
penjabarannya dalam peraturan perundang-undangan terkait. 
Pembatalan akta perdamaian oleh salah satu pihak bias saja 
dilakukan namun tidak berakibat apapun terhadap “sipembatal” 
akta perdamaian tersebut. Hal ini dikarenakan pihak yang 
melakukan pembatalan perdamaian dapat berdalih bahwa, akta 
perdamaian yang pernah disepakati, terdapat suatu kekeliruan atau 
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di kemudian 
hari. Namun akan lain akibatnya apabila akta perdamaian tersebut 
dibatalkan bukan dengan suatu itikad baik. Hingga sekarang, akibat 




bukan dengan suatu itikad baik, belum dapat dijawab karena masih 
adanya kekosongan norma (recht vacuum) yang mengatur 
mengenai hal ini, dan tidak dapat dikatakan secara pasti akibat atau 
sanksi hokum apa yang di jatuhkan terhadap pihak yang 
membatalkan akta perdamaian tersebut. 
Akibat hukum dari akta perdamaian dibawah tangan yang 
dibuat karena terjadi kekhilafan orangnya dapat terjadi hal-hal 
sebagai berikut yang disesuaikan dengan pasal 1860 KUHPerdata 
yang berbunyi : 
  “Begitu pula pembatalan suatu perdamaian dapat 
diminta, jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan 
mengenai duduknya perkara tentang suatu alas-hak yang 
batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan 
perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan 
tegas.” 
Dan Pasal 1861 KUHPerdata yang berbunyi : 
“Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-
surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal sama sekali. 
Setelah penulis mengkaji lebih dalam dari akibat hukum 
tersebut, orang-orang yang ada di dalam akta perdamaian 
secarahukum batal mendapatkan hak waris tersebut, dan harus 
dibuat kembali bersama dengan orang-orang yang belum masuk 




kekhilafan orangnya, memberikan akibat hokum berupa 
pembatalan akta perdamaian dibawah tangan dan memblokir 
seluruh tanah yang sedang diajukanke Badan Pertanahan Nasional 
KabupatenTegal dan apabila sudah keluar sertifikat balik nama, 
maka sertifikat itu harus dibatalkan dihadapan pengadilan, karena 
adanya kekeliuran dari hasil waris yang diperoleh dengan orang-











Berdasarkan hasil penelitian ini dan doktrin-doktrin sebagaimana 
diuraikan pada bab dua, penulis dapa tmenarik kesimpulan mengenai 
penerapan pasal 1859 KUHPerdata serta akibat hukumnya sebagaiberikut: 
1. Dalam perjanjian perdamaian sebagaimana disebutkan pada hasil 
penelitian dan pembahasan, perjanjian perdamaian tersebut 
didalamnya terdapat keterangan palsu yang diberikan Sugiyono beserta 
H. Sofiyudin kepada pada saat pembuatan akta perjanjian perdamaian 
tesebut dan kurangnya subyek ahli waris yang mana seharusnya 
disebutkan semua ahli waris dari Almarhumah Saniti tetapi tidak. 
2. Akibat hokum akta perdamaian dibawah tangan yang dibuat Karena 
terjadi kekhilafan subyeknya memberikan akibat hukum berupa 
pembatalan akta perdamaian dibawah tangan dan membloki rseluruh 
tanah yang sedang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional 
KabupatenTegal dan apabila sudah keluar sertifikat balik nama, maka 
sertifikat itu harus dibatalkan dihadapan pengadilan, karena adanya 
kekeliuran dari hasil waris yang diperoleh dengan orang-orang yang 






Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Penerapan pasal 1859 
KUHPerdata tentang pembatalan akta perdamaian dibawah tangan dalam penyelesaian 
sengketa waris” penulis memberikan saran pada pihak-pihak yang bersengketa dalam 
perkara tersebut agar akta perdamaian tersebut dikaji ulang dan dibuat kembali dihadapan 
pengadilan agar memiliki legalitas kuat dan dapat bersifat eksekutorial, karena di dalam 
akta perdamaian  tersebut terdapat beberapa pihak yang sah namun belum dicantumkan 
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